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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan. 

 1. Pengaturan kewenangan bidang perindustrian pasca otonomi daerah di 

Propinsi DIY (Kota Yogyakarta & Kabupaten Sleman) kurang berjalan maksimal 

karena instansi-instansi yang terlibat kurang koordinasi satu sama lain. Sehingga 

sering menimbulkan tumpang tindih kebijakan terhadap pengaturan kewenangan 

perindustrian. 

 2. Persoalan yang sering muncul dalam pengaturan kewenangan bidang 

perindustrian pasca otonomi daerah di Propinsi DIY (Kota Yogyakarta & 

Kabupaten Sleman) adalah dalam memberikan perizinan industri untuk 

memperoleh Tanda Daftar Industri (TDI) dan Ijin Usaha Industri (IUI) dibutuhkan 

waktu yang lama. 
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B. Saran. 

 Berdasarkan uraian kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran 

kepada:  

1. Pemerintah Pusat untuk merevisi UU No. 5 Tahun 1984 Tentang 

Perindustrian karena masih terlalu umum pembahasannya dan tidak 

sesuai lagi dengan kondisi atau situasi saat ini. 

2. Pemerintah Daerah (Kota Yogyakarta & Kabupaten Sleman) lebih 

mengerti mengenai pengaturan kewenangan perindustrian sehingga 

tidak terjadi permasalahan ke depannya dan juga bisa lebih 

memberikan kepastian waktu maupun syarat-syarat dalam 

memberikan Tanda Daftar Industri (TDI) dan Ijin Usaha Industri 

(IUI) 
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REKAPITULASI TOTAL POTENSI INDUSTRI KECIL PER KECAMATAN 

KEC. BERBAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2008 BERDASARKAN KBLI 2005 

 
TENAGA KERJA NILAI INVESTASI TIDAK TERMASUK TANAH & BANGUNAN (RP) 

NO KBLI JENIS PRODUKSI UU L P JML JML PROD N. PRODUKSI / 
PERALATAN NILAI MESIN / 

PERALATAN SEWA BAHAN BAKU 
/ PENOLONG 

UPAH TENAGA 
KERJA TOTAL 

33 50403 PEMILIHAN DAN REPARASI SEPEDA MOTOR 29 92 6 98 6.072 unit 2.192.481.491 255.204.829 - 1.339.360.951 124.200.000 1.718.765.780 

34 72100 JASA KONSULTASI PIRANTI KERAS (HARDWARE 
CONSUL ) 2 5 - 5 330 unit 119.156.603 14.721.403 - 72.791.356 6.750.000 94.262.759 

Total  351 510 543 1.053  21.508.616.704 1.672.801.492 7.000.000 10.627.058.856 1.254.390.000 13.261.250.348 
 

 

 
 
 

 

 



 

 

 




